
PEM ERINTAH KABI'PATEN M UKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR: 33 TAHUN 2OO4

TENTANG

RETRTBUST IZIN USAHA TNDUSTRT (rur),
TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN

rzrN PERLUASAN INDUSTRT (rPr)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : il.

i_.

tJ.

BUPATI MUKOMUKO,

bahwa dalam upaya mernacu perkembangan usaha incrustri agar

dapat tumbuh dan berkembang secara positif, maka dipandang
perlu mengadakan pembinaan, pengawasarr clan pengendalian

terhadap usaha industri dalam Kabupaten Mukomuko; *r

bahwa dalam rangka pcmbinaan, p€ngawasan dan pengendarian

terhadap usaha indLrstri terrsebLrt pr:rlu diterbitkan izin usaha

industri;

bahwa untuk melaksanakan rnak;ucl frurr-it

cllalur denc;an Peraturan Daerah Kabupltcn

;r Darr t-r cliata:;, perlu

Mukomr:ko.

Menginq;rt I . tJndang-undang Nonror OlJ l'airun 19[J I tentailg llukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia -lahun igBl Nomor

76 Tambahan Lembaran l{egara Nomor 3209);

1'' lJndanq .- undang Nomor 0i tahun i9B2 tcntanq wajib Daftar

l,r :ru5aha.n ([-r:mbarlrr Nt:qar-;r [{r:prrblik ]ncl.rrt.si;r -l-alrurr l982
fJonror 7, -[arnbahan l-ernbaran Ner;;:rui l.lornor -i2t4) ;

j. '.jndanq - unclang Nonror lj -[nhurr 
199.1 fi:ntanc; perinrJustrian

(l-crnii;rran Neg;ar;r Rerpublik Inclonesi.r 'lalrun r9tJ,l Nornor 22,

l-ambahan Lembaran Neqara Nomor 3274):

=::*-*::-: 
j: 

-'......',..,..,.,..'- 
::::-:%
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tJndang - undang Nomor 9 Tahun i995 tentancl usalra Kecil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1gg5 l,.lomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;

Undang - undang Nomclr 34 Tahun 2000 tentanq pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara -fahun 2000 Nomor 246

Tambahan Lembaran Negara f'lomor 4048) ;

Undang-undang Nomor 03 Tahun ?003 tentang pembentuxan

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di

Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun

2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor aZ66);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pernbentukan

Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Neqara

Nomor a389);

Undang-undanq Nomor 32 Tahun 2004 tentanc; pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik inclonesia'fahr-in 2004 Nomor

125, 
-fambahan 

Lembaran Negara Nomor 4a3l;

Undang-undang Nomor 3i Tahun 200-1 tentanq perinrtrangana,

Keuangan Antara Pemerintah pusat clan Daerah ( Lembaran

ftJegara ftepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor l?-6, Tambahan

().

l-embaran Negara Nomor a43B );

10. LJnclang-undang Nomor 34 l-ahun ?-000 tenhng Frajak Daerah dan

llitribusi Daerah ( Lembaran lJcqara tlepubrik Incronesia Tahun

,1000 Nomor 7.46,l-ambaharr Lcmtraran Neg.rra Nomor a04B );

I 1. Peraturan penrerintah Flomor- 17 l;rhun 1986 tentang

Kcwcnangan, Penqaturan, Penrbinaan clirn penqembangan

Industri (Lembaran Neqara Republik lndonesia -fahr:n 1986

[.lttrnor -i7, 1'anrb.rhan I crnbanrn Nu;aiir f,Jl,nror 3-]-10) ;

l,/. l)t'rdtur.ttt Pt:merintah Nonror l..i l-ahurr l(l1lii llntarrq Izin Usalra

Indu:;tri (l_r.mb;rran licqarl Rr:pLrblih incjonel;rl l'ahuri I gg5

FJornor 2-5, 1'armbalrarr Lcnrbaran llcg;:r,,1 I'ioriror jlig{i) 
;

l,l. Peraturan Pemerintah lrlclnror 25 -f ahun 2000 tentanq Kcr,nienangan

l)cmerintah darr Kcwenangiln Propinsi Sebaqai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesi;t Tahun 2000 Nomor 54,

YllliS=:-=;=ffi

4.

7.

fJ.
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Peraturan Pemerintah Nomor 66 Talrun 2001 tenbang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

119, Tambahan Lembaran Negara , Nomor a13g) ;

Keputusan Presiden ll.epublik Incionesiii lrlonior ,ti 'l-ahun 
1996

tentang Kawasan Industri ;

Keputusan Presiden Republik Indonc,sia Nonror l?5 Tahun 19g9

Tentang Bahan Peledak ;

17. Keputusan Presiden Rcpublik IncJonesia 96 -l-ahun 
2000 -fentang

Bidang Usaha Yang l-crtutup dan Bidang Usaha yang Terbuka

Dengan Persyaratan Tertentr: Bagi Penanaman Moclal ;

r9

Keputusan Menleri Dalam Negeri

Pedoman Tata Cara Penrungr:tan

Keputusan Menteri Dalanr Ncgcri

Pedoman Tata Cara Penreriksaarn

Nonror 174 TahLrn 1997 tentang

Retribusi Daerah;

Nomor 175 -iahurr 
1997 tentang

cli Bidanq Retribusi Daer.rh;

Nonrcr Ojj -fahun 
2005

i(erj;i Dinas Daerah*.

?0 Pcr;rturan Daerah Kabup;rtcn Mukerrnuko

tl:ntang Susunan Orr;irnisasi dan 'l-atir

Kabupaten Mr:komukc,.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

Menetapkarr :

MEMUTUSKAN :

PER,ATURAN DAERA}-I KABUPATET{ MUKOMUKO TENTANG

RETRIEUSI IZIN U$AI{A INDUSTRI (IUr), T.ANDA DAFiTAR

TilDUSTRI (TDI) DAt'l Iilnt PERLUASAN INDUSTRI (IpI).
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko ;

b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko ;

c. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko;

d. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko ;

e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;

f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tuqas tertcntu dibidanq ll.etribusi Daer;rfr sesuai

dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku ;

g. Badan adalah setiap bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,

Perseroan Komenditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah

dengan nama dan bentuk apapun, Perseroan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi,

Yayasan atau Organisasi Sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Us.::ha Tetap serta

bentuk usaha lainnya ; $'

h. Perindustrian adalah talanan dan segala kegiatan yan_r; bertalian ciengan kegiatan

industri ;

i. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan ntcntcfh, hahan baku, barang

setengah jadi/atau barang jadi menjadi barang dengan nil.ri yang lebih tinggi untuk

penggunaannya, termasuk kegiatan rancanq banqun dan perekayasaan induslri ;

j. Kelompok industri ;idalah bagian * bagian Lrtam;r kegiatan industri, yakni kelompok

industri hulLr (kelornpok industri dasar), kelompok incfirstri hilir dan kelompok industri

kecil ;

k. Perusahaan industri adalah badan usaha ynnq melakukan kegiatan ciibidang usaha

industri ;

l. Bahan mentah adalah sentu.l bahan yang didapat dari sumber daya alam dan/atau

yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut ;

m. Bahan baku industri adalah h:ahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat

climanfaatkan sebagai sariina produksi dalam industri ;

PERDA Kab. Mukomuko Tahun 2005



o.

n. Perluasan Perusahaan Industri yanll rel;rnjutnyri disebut EN:rluasan adalah

penambahan kapasitas produksi merlebihi 30 o/,r (licta pulLlh pcrsr,tn) cl;rri kapasitas

produksi yang telah diizinkan ;

p.

\
Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi at;is kegiatarr terlentu pemerintah

Kabupaten Mukomuko dalam rangka pemberian izin kepada orang pribacli atar: badan

yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, penqendalian clan pengawasan atas

kegiatan pemanfaatan ruang, fasilitas tertentu .c1una rnelinclunqi kepentingan umum

dan menjaga kelestarian lingkungan ;

Relribusi Izin lJsaha Industri yang selanjutnya disingkat rctribLrsi ILll clan lletribusi

Tanda Daftar Industri yanq selanjutnya disingkat retribusi TDI serta retribusi Izin

Perluasan Industri yang selanjutnya disingkat retribusi IPI adalah Retribusi yang

clibayar atas pemberian IUI, TDI clan IPI kepacla orang pribacli ataLr baclan untuk

kepentingan usahanya ;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang oleh Peraturan Perundanq-

Undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

r. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi

wajib retribusi untuk memanfaatkan pemberian IUI, TDI dan IPI cJari pemerintah

Kabupaten Mukomuko: *r

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SpdORD,

adalah sllral yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek

retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan elan pembayaran retribusi

nrenurut Peraturan Perundanq * Undanqan Rr,:tribusi Daerah ;

Surat Ketetapan Retribusi D.terah yang selanjutriya rJapat rjisinqkat SKR.D aclalah surat

keputusan yanq ntenentukan besarnya ltLmlah rctribusi yanq tilruunq ;

Surat Ketetapan Rctribus;i Daerah Kurang f3ayar Tanrbahan, yan!] selanjutnya dapat

clisingkat SKRDKBT', adalalr :;urat keputusarl yilng nrenentukan tambahan atas iumlah

rctribusi yang tclalr ditetapki,rn ;

Sural l(ctcrangatl Rt:tribusi [-).rerlh t-i:hih fhylf, y.rncl ::elanjutliyii clal;at disingkat

liKI{Dtt}, aclalafr 1;Llr;tl kcputu:ir1n }trr){J lrrr:nt'ntrrl<;rrr .;r;rnlatr kilk:ltifr;rrr penrbayaran

karr:nl jurttl;ilt krcclit rt.:tt tl.rt tr;i lt-'ltilt br-.:j,rr ci;lri Jl,rr.i,r rr.tlribr-r;i yiiirrl Ir:rrrtllr] ,rl,atr tidak
.,rtltarUtnyt ti,rul;til(J ;

Surat'l aqihan fi.etribu:;i D.rcrih, yarrq :;rlarr,lr"rtrry;i t-llpirl di:;rrrr-;kirt ::, ll{l), lril.rl;ilr surat

untuk melakuk;tn taqihan retribu:;i cian atau:;;rrrk:;i acjnrirristrlsi Lrc:rutxr trunqa cjan

atau dilnd;r ;

q.

t.
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x. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberertarr terhadap SKRD

atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh

wajib retribusi ;

,ity. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah

data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban

retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

Peraturan Perundang - Undangan Retribusi Daerah ;

7. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak

pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUB]EK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Dengan nama retribusi IUI, retribusi TDI dan retribusi IPI, clipungut reriribusi sebagai

pembayaran atas pemberian IUI, TDI dan IPI kepada oranqJ pribacli atau badan untuk s,
kepentingan usahanya.

(2) Objek Retribusi adalah pemberian IUI, -fDI cjan IPI kepacla oranq prrib.rcji atau baoan.

(3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberikan IUI, "t DI dan IpL

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi IUI, TDI dan IPI digolongkarr sebagai retribusi perizin.rn tel.tentu

PERIIA Kab. Mukomako Tahun 2OO5



BA& IV

PENYEDIAAN JASA

Pasal 4

(1) Jasa yang diberikan meliputi

pengendalian.

(2) Penerbitan Izin

pemeriksaan, pembinaan, pengawasan dan

BAB V

TATA CARA DAN PERSYARATAN SERTA

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN ]ASA

Bagian Kesatu

Tata cara dan Persyaratan Perizinan

Pasal 5

Tata cara dan persyara[an untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pasal 4 diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua i'

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai investasi seluruhnya (tidak lermasuk

tanah dan bangunan tempat usaha), sedangkan untuk perluasan cJiukur dari kapasitas

produksi yang dinyatakan dalam persentase sebagai berikut :

a. Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi

perusahaan seluruhnya (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dibawah

Rp. 10.000.000,- (Scpuluh Jula Rupiah) lidak cliwajibkan mermperoleh TDI, kecuali

dikehendaki oleh perusahaan yanq bersangkutan;

b. Terhadap semua jenis industrt dalam kelompok industr-i kecil dengan nilai investasi

pcrusahaan scluruhnyn scbesar Rp. 10.000.000,- (Sepultrh Juta RLrpiah) sampai

dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratu:; Juta f{upiah) tidak ternrasuk tanah dan

lrangunan ten'lpaf usaha wnjib rncmpcroleh"flncla Daftar Tndustri {lDI) ;

PERDA Kab. fttukomuko T"thun 20OS



d.

Terhadap sernua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas

Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), tidak termasuk tanah clan bangunan

tempat usaha wajib memperoleh IUI ; 
l

Terhadap perusahaan industri yang melakukan penambahan kapasitas produksi

melebihi 30 o/o (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah cliizinkan sesuai

TDI/IUI yang dimiliki, wajib memperoleh IPL

B.AB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN

BESARNYA TARIF SERTA MASA RE'TRIBUSI

Bagian Kesatu

trrinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Retribusi

Pasal 7

Prinsip dan s;rsaran dalerm ;x-'netapan :;truktur dan h-.s;irnya ti:rii retribusi

didasarkan pada tr"rjuan untuk rncnutulr :;rbar;iari al.ru kes;cluruharr biaya

penyelenggarililn poncrbitan izin; t.
Biaya penyelenqgaraan pe mberian izirr :;ebagaimana drmaksucl pada ayat (1)

meliputi biaya administrasi, transportr:s;r cJalanr ranql<a pcnclawas.ln, pengendalian

dan pembina;:n.

Masa berlakunya rr:tribusi ditetapk.rn .l ( ficya ) tahun.

Bagian Keclua

struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi serta Klasifikasi Inelustri

Pasal [t

(1) lietrap []r'ru5itlt.titti;ifiiu ltrtse:oranqrin y;rrrr; rrri:lirktrk,rrr kr.(Jtdlilrr rrr,:rlr;r intlr:stri atau

l)(::rhlittiut intlLr:,trr w,tjilr rnt.:ririlrltr It-ll, It)l r.l,rri il,1;

(2-) l-arif retribu:;i clitetapk,rn itcrdi:s.rrkan nil;ri rrrvcsl;r:;i lrcru{rh;rari srlur.r-rhrrya (tidak

ternrasuk trrnah clan Lr.rnr;unan tempi:l r-r:;;rh;r) ;

lrl

r)\

/?\
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(3) Klasifikasi

ditetapkan

perusahaan dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagai berikut :

KLASIFIKASI INDUSTRI i EOI

Indusri Kecil Rumah Tanqqa

j

i BESARHVA
1 TARIF

-,,--1, -"*.---_-__ -,.._-. L 4sld < 10 iui; -fRt. --iosoo,-

Industri Kecil sld < 200 Juta I Rp. 500.000,-

a

A--'

200 sld < 1 MilyJ---i Rp. 1r00.00d'

Diatas l_Mily_ar , Rp 3._0!0_.000,-

(4) Dalam hal perluasan yang dimaksud pasal 7 huruf "c1", bes.rrnya tarif adalah

prosentase perubahan dikalikan dengan tarif dasar.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SURAT PENDAFTARAN

Pasal I
Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah tempat IUi, TDI dan IpI diberikan. i.
Wajib Retribusi wajib mengisi SpdORD;

SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap

serta dltandatangani oleh urajib retribusi atau kuasanya;

Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SpdORD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII
PENETAPATAN RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 1O

(1) t{etribusi terhut:ng pad;r saat diterbitkan SI(RD atau ctokumcn lain yang

dipersamakan untuk itu.

Penetapan retribusi berd.rsarkan Strl-flD clcnqan nrernerbit-kzrn sKIiD.

llalam hal SPTR tidak dipenulri olelr wa.;ib retribu:;i scbaqaimana rnestinya, nraka

cJiterbitkan SKRD secara jabatan.

Bentuk dan isi SKIID sebagainrana clirnrksud pada ayaf (,1) clrtrtt;:pkan oleh Bupati

Mukomuko

(4)

(1)

(2)

(3)

1")\

/?\

('l )

t
NII-AI INVESTASI

PERUSAHAAN
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Fasal lL
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula
belum terungkap menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, akan
dikeluarkan SKRD tambahan. I

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAH DAN PENAGIHAN

Pasal 1,?

(1) Pcmungutan retribusi tidak dapat cjiborongk;rn

(2) Retribusi dipungut dengan ntenggunakan SK[{.D ritaLr clopunren lain yang
dipersamakan.

Pasal 13

(1) Retribusi yanq; terhutanq lraru:; clilunasi rr:kaliqus clirnukr, rrntuk I (s;rtu) masa
retribusi.

(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat - larnbatnya 15 (lima belas) hari sejak
diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBffdan STRD. l.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur denqan
Peraturan Bupati Mukomuko

Pasal 14
(1) Pengeluaran surat teguran / peringatarr / surat lain yiing se;enir x,bagai awal

tindakan pelaksanaan penagihan retribusi rlikelu;:rkan scclcrrl rxtfelah 7 (tujuh) hari ',

sejak jatuh tempo plemhayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tangg;al surat tegur.rn / pcringatan surat
lain yang sejeni:;, wajib retribusi harus melunasi rctribusinya yanq ferhutanq.

(3) Surat teguran se bagaimana dirnaksucl pada ay;rt ( I ) dikeluarkan oich pejabat yang

dituniuk.
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(1)

(2)

(3)

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15 l

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,

dikenakan sanksi administrasi berupa 2 o/o (dua persen) setiap bulan atau retribusi vanc
terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan srRD.

BAB XI

KEBERATAFI

Pasal 16

wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang

ditunjuk atas sKRD atau dokumen lain yanq dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

Kelreratan diajukan secara tertulis cjalant tiahasa lncloncsi;r cJenqan cliscrtai alasan-

alasan yang jelas.

Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, waji\.
retribusi harus dapat mernbuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.

Keberatan harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (clua) bulan sejak

tanggal sKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB

diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat nrenunjukkan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan cliluar kekuasaanny.:,

Keberatan yan-q tidak memenuhi persyaratan sebagainrana rlinraklucl pacla ayat (2)

dan ayat (3) tidak clianggap sebagai surat keberaLan, sehingga tidak
dipeftimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak mcf rundd kcwajib;rlr mcnrl;ayrr rctribusi clan

pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

(1) Bupati dalam lanc;ka palinq l;tnra I (satu) l;ulan scj;rk trrnqclril k,:[rt:ratarr cJiterima

harus memberi kepulusan alas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dap.rt berupa menerima seluruhnya atau sebagian,

menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutanq.

(4)

{5t

( F.\
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Pasal 18

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Fasal 19 ayat (1) telah lewal dan
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yaSrg diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

BAB XII
PENGTMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19
(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan

pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 {enam) bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) telah dilampaui dan
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi

dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama

1 (satu) bulan.
*.(4) Apabila wajib retrbusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran

retribusi langsung dihitung untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dilakukan dalam janqka waktu pating

lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
jangka waktu 2 (dua) bulan, wajib memberikan imbalan bunga sebesar Z vo idua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebilran retribusi.

Pasal 2O

(1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajLrkan secara tertulis kepada

Bupati dengan sekurangy * kurangnya menyebutkan :

a. Narna dan alam;rt- wajib rctribr"rsi

b. Masa retribr"rsr

c. [3csarnya kelebihan p:enrbayararr

cf . Alasan yanq :;inkat d,:n ,yelar;

,
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(2) Permohonan pengembalian kelebihan pernbayaran retribusi tlisampaikan secara

langsunq atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bLrkti pengirim;rn pos tercatat

merupakan bukti sah permohonan diterima oleh Bupati.

Fasal 21

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan rnenerbitkarr surat perintah

membayar kelebihan retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi

lainnya, sebagaimana dimakud dalam Pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan

dengan cara pemindahbukuan, juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
PENGURANGAN KERINGANAN, PEMBEBASAH RETRIBUSI

DAN KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. i.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain, clapat diberikan

kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antar;r lain diberikan

wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan clan pembebasan retribLr..;i cJitetapkan oleh

Elupati.

Fasal 23

(l) Hak urrtuk melarkukatt g:nagihan retribusi, kadaluarsa :;clelah metlampui jangka

waktu 3 (tiqa) fahLrn tcrhitungl scjak saat- tcrhul.anc; rt.:trit:tr;i, krru.rli apabila wajib

retribusi nrelakukan tindak pidana di bidancl retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan rctritrusi sebagaimana dim;iksud paitl;i ayat (1) pasal ini

tertan.qguh apabila :

PERDA Kab. Mukomuka Tahun 2OOS



a. Diterbitkan surat teguran atau ;

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak

langsung. 
:

(3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga rnerugikan Keuangan

Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling

banyak 4 (empat) kalijumlah retribusi yang terhutang.

(2) llndak pidana yang dimaksud pada ayat (t) adatah pelanggararr.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Mukomuko diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang

Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksurj pada ayat (1) adalatr :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporar

berkenaan dengan tindak pidana dibidanq retribusi daerah agar keterangan atau

laporan tersebut menjadi lebih lengkap darn jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan ketelrangan rnengenai orang pribacii atat-

badan tentang kebenaran perbuatan yerng dilakukan sehubunqarr dengan tindak

pidana retribusi daerah,

c. Meminta ketelranqitn dan bahan bukti dari oranll pribadi alriu badan sr:hubungar

dengan tindak pidana dibidang rr:trit;u:;i cher;tir.
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Memeriksa buku * tluku catatan dan dokunrcn * clokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana retribusi daerah.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan dan dokumen - dokumen lain sefta melakukan penyitaan terhadap

bahan bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam ranqka pelalsanaan tugas pcnyidikan tindak

pidana dibidang retribusi daerah.

g. Menyuruh berhenti, dan/atau melarangl seseorarlrl rnr:rrinc;galkarr ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsunc; cian menrerriksa identitas

orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.

h. Memotret seseoranq yanq berkait;rn clcnqan tindak pidana retribusi claerah

menghentikan penyidikan.

i. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran pcnyidikan tindak pidana,

dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui

penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yafig *.
diatur dalam Und.1n!t - Undang Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KTTENTUAFT PIRALIHAN

Pasal 26

(1) Perusalraan - perusahaan yang telah mcnriilki Surat IUi, -fDI dan IPI yang

diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, nrasilr tetap berlaku sampai

berakhirnya jangka perizinan.

(2-) Tcrhadap perusahaan . grerusahaan sebagaimana clirnaksud pada ayat (1) urajib

mengajukan kembali pernrintaan baru kepad..r [3upati .itau kr:pada pejabat yang

ditunjuk untLtk rnentpcrolelr Surat ItJI, lL)l rhrt ll'l :;r':,rr,ri kofcntuan darlam

I)eraturan D;:erah ini cJ;rn pcraturan pr:l;ik:;an;r;rrrrilu,r.

A
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BAB XVII

KETTNTUAN PENUTUP

Pasal 27 
:

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur

mengenai halyang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis

pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebaqaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Desember 2OO5

d-..,..('t

YUNUS
i.

Pad-A tanggal

/6i{}\
6r9##$
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BAB XWI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27 I

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatui

mengenai hal yang sama dinya[akan tidak berlaku lagi.

. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknil

pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

," . (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuar

apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagairnana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, nrenrerintahkan penqundangan Peraturar

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 27 Desember 2OO5

TUPATI MUKOMUKO,

Ttrl

TCHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukornuko

Pada tanggat 02 Januari 2006

SEKRETARI$ DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

ii

I
lt\4^

Ors. SYAUKANI DAHARI
Pembinan Utama !iluda NlP. 01008218G

LEMBARAN DA,ERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAI{UN 2005 NOMOT{ : -1J sERl" C
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